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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax : (0717) 436975 Pangkalpinang 33118
Website : dihk.babelprov.go.id, Email : dihk@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ |j2. /DLHK

TENTANG

PENETAPAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk membakukan segala hal mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan diperlukan Standar Operasional
Prosedur (SOP)berdasarkan hasil review Standar
Operasional  Prosedur Tahun 2021 dan
menambahkan Standar ~ Operasional  yang
disesuaikan dengan proses bisnis Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Scanned with CamScanner



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahurn
2011 tentang Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepuauan Bangka
belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019 Nomor 17 Ser1 E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU . Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

KEDUA . Judul dan bagan alur Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

KETIGA . Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal |4qJuni 2024

Plh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI Ki AUAN BANGKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Unit Kerja

NOMOR 188.4 / |12~ /DLHK/2022
TANGGAL 19 Juni 2024
L_' No | Nomor SOP | - JUDULSOP __ }
001/SOP- . et PNG
] DLHK Usulan Kenaikan Pangkat

Pengadministrasi Surat Keluar

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Pengadministrasi Surat Masuk

Pengadministrasi Surat Tugas

Pengajuan Culi Bersalin

Pengajuan Cuti Sakit

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan I
Kehutanan

-q

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
U T T oMY=

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
Pengajuan Penghargaan Satyalancana | Dinas Lingkungan Hidup dan |
Karya Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Pegawai

008/ SOP- l Penyusunan Laporan Kehadiran

Permohonan Cuti Tahunan Aparatur
Sipil Negara

Usulan Pengajuan Pensiun

| Penyusunan Renja

 Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Tahunan

Perencanaan Kegiatan Dan APBD

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

Pengajuan SPP Dan SPM LS Gaji

= _—

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
. -

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

1 | 003/SOP-
DLHK
4 | 004/SOP-
DLHK
= | 005/SOP-
DLHK
. | 006/ SOP-
| DLHK
7 | 007/ SOP-
DLHK
' S | DLHK
I e
g | 009/SOP-
DLHK
| 010 /SOP-
DLHK
|11 | 011/SOP-
DLHK
1o | 012/SOP-
| DLHK
| 13 | 013/SOP-
DLHK
014/SOP-
| 14 | DLHK
1= | 015/SOP-
DLHK
|e | 016/ SOP-
DLHK
017/ SOP-
7 | pLHK
1g | 018/ SOP-
' DLHK
I
1g | 019/ SOP-
| *7 | DLHK
| '020/ SOP-
20 | pLHK
S .
51 | 021/ SOP-
DLHK

Pengajuan SPP Dan SPM UP/TU/GU

| Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Pengajuan SPP Dan SPM LS Barang l

Dan Jasa

Penyusunan Laporan Fungsional Dan
Laporan Administratif

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

ﬁ

| Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup dan |
Kehutanan

Pemberian Rekomendasi Phbp Hutan
Lindung

| Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

=
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m Nomor SOP

22

23

24

e — e e

| 022/ SOP-
DLHK

023/ SOP-
| DLHK

DLHK

| (Pbphh) / Konsep penolakan
ermohonan PBPHH
024/ SOP- '

JUDUL SOP

Pemberian Pertimbangan Teknis
Rekomendasi Phbp Hutan Produksi

Penerbitan dan penyampaian

| Pertimbangan Teknis Persetujuan

| Penerbitan Sertifikat Standar

| Operasional Dari Kepala Dinas

| Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Terhadap Keputusan Perizinan

| Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

| Keputusan Persetujuan Dan Atau
Penggunaan Koridor

025/ SOP-
DLHK

026/ SOP-
DLHK

Ker_]asama Penggunaan Kawasan
Hutan (bersifat non komersil dibawah

S5 Ha untuk kepentingan)

Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan Darl Gubemur

Prosedur Pelaksanaan Permohonan
Arahan Indikatif Daya Dukung Daya

Unit Kerja

e —

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Prosedur Penilaian Adeiyata_’f‘_ingkat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prosedur administrasi Penyusunan

Pelaksanaan Pengakuan Keberadaan

o7 027/ SOP- Pertlmbangan Teknis Status Dan
I—DLI:IK_ Fungsi KH
28 I %QLSH/KSOP_ Tampung Lingkungan Hidup
(DDDTLH) Bagi Pelaku Usaha
| dan/atau Kegiatan
029/ SOP-
29 DLHK Penyusunan Dokumen IKPLHD
030/ SOP- . . e
M D
| 30 DLHK Provinsi, Nasional Dan Mandiri D1
31 031/ SOP-
| DLHK l KLHS
| 032/ SOP- : .
32 DILHK Validasi KLHS
| 23 | 033/ SOP-
DLHK MHA

34 034/ SOP- Pelaksanaan peningkatan Kapasitas
| DLHK MHA

Pembinaan dan penyelenggaraan
Program Kampung Iklim

_l Pengembangan Kapasitas dan
Kelembagaan SDM Pengelolaan Kehat1

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dmas ngkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan __l

Dinas Lingkungan Hidup dan |
Kehutanan

a7 | 937 SOP

ME

as | 058 S0P
|

Penyusunan Proﬁl Emisi Gas Rumah
Kaca

Evaluasi Kegiatan Penanaman Bagi
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan
I Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi

Daerah Aliran Sungai
Pengelolaan Kawasan Bernilai
Ekosistem Penting, Daerah Penyangga
Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan

| | Pelestarian Alam B

Dinas Lingkungan Hldup dan

Kehutanan ‘I

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

:

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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No Nro;nor SOP

40

JUDUL SOP

2 =

Unit Kerja

040/ SOP-
DLHK

-

Pelaksanaan Penguatan dan

Pendampingan Kelembagaan KTH

| 041/ SOP-
DLHK

——

Kehutanan

Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Kehutanan dan SDM Bidang
Kehutanan

042/ SOP-
DLHK

043/ SOP-
DLHK

44

044/ SOP-
DLHK

48

49

S0

—

——ep——

DLHK

Penyiapan dan Pengembangan
Perhutanan Sosial

e e——

- = e —

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

- ——

—

e ———— T —

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan l

Pelaksanaan Rehabilitasi di luar

kawasan Hutan Negara

Prosedur Penyelenggaraan Tpa
Regional

046/ SOP-
DLHK

047/ SOP-
| DLHK

048/ SOP-

! DLHK

049/ SOP-
DLHK

Pencemaran Udara (Ppu)

Pembinaan Dan Pengawasan

Prosedur Pelaksanaan Pengendalian

| Prosedur Pelaksanaan Pengendalian
| Pencemaran Air (Ppa)

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Persetujuan Lingkungan Dan Izin Pplh
Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah

Daerah Provinsi

Pengumpulan Limbah B3 Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

050/ SOP-

| DLHK

Sl

Patroli Pengamanan Hutan

|

Sosialisasi Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

051/ SOP-
DLHK

Pelaksanaan lfTé'ngelolaan Pengaduan

dan Penegakan Hukum Lingkungan

S2

052 /SOP-

DLHK

53

| 053 /SOP-

DLHK

o4

' 054 /SOP-

DLHK

| Hidup dan Kehutanan

Pengujian Sampel

Inventarisasi Sarana Dan Prasarana

e —

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

|

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

|

B

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Kehutanan

Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

3

| 055/SOP-

DLHK

Patroli

o6
o7

o8

—

| | DLHK

| 056/ SOP-

DLHK

057/ SOP-

Surat Keluar

Surat Masuk

058/SOP-
DLHK

| 99

Tata Naskah Dinas

059/SOP-
DLHK

60 |
61
62

| 63

|

060/SOP-
DLHK

061/SOP-

| DLHK

062 /SOP-
DLHK

063 /SOP-

DLHK

Inventaris Sarana dan prasarana

——————

Dinas Lingkungan Hidup dan I

UPTD Laboatorium
Lingkungan

UPTD KPHP Gunung Duren

UPTD KPHP Gunung Duren

UPTD KPHP Gunung Duren

UPTD KPHP Gunung Duren

UPTD KPHP Gunung Duren

UPTD KPHP Gunung Duren

Kenaikan Pangkat
Surat Masuk Dan Surat Keluar

Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Patroli Pengamanan Hutan

S—

UPTD KPHP Muntai Palas

UPTD KPHP Muntai Palas

UPTD KPHP Muntai Palas

UPTD KPHP Muntai Palas

UPTD KPHP Rambat
Menduyung

Scanned with CamScanner




No - —J_U_l;I_JESOP Unit Kerja

64 ;engadrmmstram Surat Masuk UPTD KPHP Sungai Sembulan

65 ([))?,5;{/15 OP- Penga(in_l_lmstram Sura_t Keluar UP’I‘D KPHP Sungal Sembulan |
| 66 ([))?%/ I? OP- Usulan Ken;jkan Pangkat Reguler UPTD KPHP Sungai Sembulan !

67 ([))?L/I? e Pelayanan Permol:onan Cl.-lti Tahunan | UPTD KPHP Sungai Sembulan
m OD?,?I/I? Op Pelayanan Cuti S_aklt_ UPTD KPHP Sungai Sembulan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal IC‘ Juni 2024

Plh. KEPA mm SSLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSHEPUEAUAN BANGKA BELITUNG,
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